IMPLEMENTASI PERAN FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU by Sulaiman, Andi
IMPLEMENTASI PERAN FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
Andi Sulaiman
Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Abstract
Legal aid is a duty that must be carried advocate for the poor. Right to the legal aid is
non-derogable rights, is absolute and should not be reduced by any person in order to
realize the fulfillment of human rights protection and justice.
This research method using normative legal research conducted by examining the
reference or secondary data, with specification of the research is the analysis of deskriftif
describing the facts of the law are analysed systematically. The result of this research,
advocate in implementing legal aid is not just a justice is not only rich people, but justice
had everybody. An advocate can carry out legal aid based on the legal aid legislation if
the advocate in question is registered as a member of the legal aid organization.
Keywords: Implementation, Legal Assistance, The Obligation, The Advocates.
INTISARI
Bantuan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan advokat kepada orang
miskin. Hak atas bantuan hukum merupakan non-derogable rights, bersifat absolut dan
tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh siapapun guna mewujudkan hak asasi manusia
dan keadilan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan
spesifikasi penelitian bersifat  deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta hukum
yang dianalisis secara sistematis.
Hasil penelitian ini, bantuan hukum bukan hanya sekedar milik orang kaya, tetapi
keadilan milik semua orang. Advokat dapat melaksanakan bantuan hukum berdasarkan
undang-undang bantuan hukum apabila advokat bersangkutan terdaftar sebagai anggota
dari organisasi bantuan hukum.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Kewajiban, Advokat.
A.  Pedahuluan
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rule of
law), bukan Negara berdasarkan atas kekuasaan, begitulah Undang-Undang Dasar 1945
(untuk selanjutnya akan disingkat UUD 1945) menyatakannya.1Indonesia memiliki UUD
1945 sebagai hierarki perundang-undangan yang tertinggi harus dijadikan pedoman bagi
pelaksanaan penegakanhukum (law enforcement), baik oleh legislatif, eksekutif maupun
yudikatif.
Prinsip Negara Hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi
setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang
Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Sebagai sebuah negara yang mengaku negara hukum, Indonesia harus
melaksanakan Tri Asas Negara Hukum yaitu:
a. Negara berdasarkan atas hukum, berlakunya asas hukum, asas wibawa/supremasi
hukum, dan asas legalitas/konstitusional.
b. Negara menjamin hak asasi manusia dan kewajiban warga negara: asas pengayoman
hukum.
c. Negara menjamin adanya peradilan yang bebas; asaskepastian dan keadilan hukum.2
Salah satu perlindungan hukum terhadap seseorang yang berperkara di pengadilan,
terutama dalam kasus-kasus pidana, adalah memperoleh bantuan hukum dari penasihat
hukum, yaitu dibela oleh seorang advokat (acces to legal councel). Hak individu untuk
didampingi oleh seorang advokat merupakan suatu imperatif dalam rangka mencapai
proses hukum yang adil. Kehadiran seorang advokat dalam perkara pidana dapat
mencegah perlakuan tidak adil oleh seorang polisi, jaksa, atau hakim dalam proses
interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman.
Prinsip setiap orang berhak didampingi seorang advokat apabila dirinya
mempunyai masalah di pengadilan telah sesuai dengan prinsip equality before the law3
dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (justice for all), serta sesuai dengan
1 Dalam UUD 1945 diterangkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) dan
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).
Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hukum bukan menjunjung tinggi kekuasaan,
dimana dalam menerapkan hukum, Indonesia harus memandang semua subjek hukum adalah sama, tidak
memandang itu pejabat, orang terkenal atau orang minoritas yang termarginalkan. Penjelasan lebih lanjut,
lihat pembahasan mengenai teori negara hukum sebagai teori dasar ini.
2 Purwoto Gandasubrata, Pembaharuan Sistem Peradilan Indonesia, Dalam Renungan Hukum, IKAHICabang
Mahkamah Agung, Jakarta,2008, hlm.55.
3 Konsep persamaan di depan hukum berasal dari konsep negara hukum Anglo Saxon, dan persamaan di depan
hukum ini adalah salah satu unsur dari negara hukum versi sistem hukum Anglo Saxon, Inti sari kuliah,
Perbandingan Sistem Hukum, Hamja, UNTAG’ 45, Jakarta, 2017.
prinsip Due process oflaw (prinsip hukum yang baik) Due process of law merupakan
Constitutional Guaranty, ………That no person willbe deprived oflifeor property for
reasons that are arbitrary protectsthe citizen against arbitrary actions of the government.
Oleh karena itu, unsur-unsur minimal dari due process of law adalah hearing, counsel,
defence,evidence and a fair and impartial court. Akan tetapi, yang menjadi masalah
adalah bisakah orang yang tidak mampu (the have nots) menyewa seorang advokat untuk
mendampinginya di pengadilan, dan lebih jauh lagi akankah keadilan diperoleh oleh orang
yang tidak mampu.4
Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok
miskin tersebut secara cuma-cuma ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat No. 18
Tahun 2003, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara
cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.5 Frans Hendra Winata
mengatakan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai penegakan
HAM dan bukan belas kasihan, sehingga cara pandang yang keliru tersebut menjadi alasan
mengapa proses pelembagaan bantuan hukum berjalan sedemikian tersendat dan tidak
kunjung mendatangkan harapan untuk bisa menjadikannya sebagai gerakan kolektif.6
Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkembangannya pun
memperlihatkan kendalan dan kemunduran, terutama biro bantuan hukum yang didirikan
di perguruan tinggi, yaitu: konsentrasi advokat yang terpecah (antara tugas mengajar
sebagai dosen dan tugas sebagai advokat); biro bantuan hukum di perguruan tinggi bersifat
“non profit oriented”, sedangkan tingkat penghasilan dosen tergolong rendah; keterbatasan
pendanaan; profesionalitas tenaga advokat di biro bantuan hukum di perguruan tinggi
negeri; dan kurangnya kepercayaan masyarakat.7
Selain hal tersebut di atas, pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat
dalam perkembangannya pun semakin tergerus karena etos perjuangan advokat Indonesia
4 Bandingkan dengan pendapat Mac Galanter dalam tulisannya: Why The Haves, Come Out ahead, Speculation
the Limits of Legal Change, Law and Soceity Review, Vol. 9 Nomor 1 tahun 1974,hlm.97. Ada beberapa
keuntungan yang dimiliki orang kaya apabila berperkara di pengadilan, Mereka adalah orang-orang yang
memiliki intelegensi tinggi, mempunyai keahlian (spesialisasi) dan sanggup membayar pengacara ternama,
mempunyai kesempatan membina hubungan dengan pejabat, punya tanggungjawab tinggi untuk
mempertahankan reputasi dan kredibilitasnya, berpengalaman dalam berkonflik dan berperkara. Singkatnya
orang kaya dapat membeli pelayanan hukum lebih baik secara kuantitatif dan kualitatif.
5 Pengaturan pelaksana ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Advokat No.18 Tahun 2003 baru terwujud setelah lima
tahun berlakunya UU Advokat No.18 Tahun 2003, yaitu diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum  Secara Cuma-Cuma (untuk
selanjutnya dalam tulisan ini disebut “PP Bantuan Hukum 2008”).
6 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elit Media, Jakarta,
2000, hlm. 63.
7 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elit Media, Jakarta,
2000, hlm. 51.
sudah lama hilang dengan komersialisme dan konsumerisme. Kue keadilan diberi “tarif”,
tergantung besaranya sehingga keadilan menjadi komoditas yang harganya tergantung
permintaan dan penawaran.8
Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab
negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara
hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk
hak atas bantuan hukum bagi rakyat miskin. Menjadi tanggung jawab negara dalam
bidang-bidang yang menyangkut hak hidup orang banyak untuk melindungi kebebasan
dari ketakutan dan ancaman kekerasan yang menimpa warga negara.9 Dalam hal ini
diperlukan bantuan hukum yang mumpuni
“Di Indonesia hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai
tanggungjawab negara. Namun adanya prinsip persamaan di hadapan hukum, dan
pemyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum seperti ditegaskan dalam Pasal
1 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan, bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak
konstitusional”.10
Melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 secara tegas dinyatakan. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”. Negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat
hidupnya, termasuk orang miskin yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan dengan
baik.11“Negara turut campur dan bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan
martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum”.12 Hal ini sesuai dengan
pendapat Januar Agung Saputera bahwa pembangunan dan perlindungan hukum
8 Todung Mulya Lubis, Catatan Mengapa Saya Mencintai Negeri, Jakarta, 2008, hlm. 103.
9 Tuti Widyaningrum dan Wagiman, Penentuan Status Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Pengungsi,
10 Fulthoni, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, Mengelola Legal Clinic, Panduan Membentuk dan
Mengembangkan LBH Kampus untuk Memperkuat Akses Keadilan, The Indonesian Legal Resource Center
(ILRC), Jakarta, 2009, hlm. 2.
11 Terdapatnya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum bagi setiap orang di depan hukum menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem
hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia.
12 M. Arief Amarullah, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang
Perbankan, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 2.
semestinya mencerminkan model negara monodualis yang memberikan perlindungan
individu namun juga tidak melupakan perlindungan masyarakat.13
Secara eksplisit jaminan terhadap bantuan hukum juga disebutkan pada Pasal 28G
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan”. Secara substantif, hal tersebut di atas dapat dimaknai jaminan terhadap akses
keadilan melalui bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan perintah tegas
dalam konstitusi Indonesia dan perintah tegas tersebut merupakan hak asasi manusia yang
harus dilindungi.14
Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum,15 diharapkan dapat memberikan jaminan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan untuk menggapai tegaknya keadilan melalui jalur hukum formal
secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan
jaminan terhadap hak-hak konstitusional yang bersifat fundamental bagi setiap orang atau
kelompok orang miskin dan terpinggirkan.
Lahirnya UUBH, prinsip hak asasi manusia terhadap perlakuan yang sama
dihadapan hukum (equality before the law) akan diimbangi dengan prinsip persamaan
perlakuan (equal treatment). Orang yang mampu dapat menunjuk advokat untuk membela
kepentingan hukumnya, demikian juga terhadap masyarakat miskin dapat meminta
pembelaan hukum melalui bantuan hukum kepada advokat.16 Hak atas bantuan hukum
13 Januar Agung Saputera, Negara Hukum Monodualis Menurut Notonagoro, Jurnal Staatrechts Vol.1 No.1
Tahun 2017.
14 Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai
mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia, lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
15 Diundangkan di Jakarta padatanggal 2 Nopember 2011 dengan menempatkannya pada Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor104 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5248.
16 Merupakan tindakan yang tidak adil apabila kemudian dalam negara hukum masyarakat miskin tidak
mendapatkan pembelaan secara hukum hanya karena yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar honor
merupakan non-derogable rights, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh
dikurangi pemenuhannya oleh negara, dalam keadaan darurat sekalipun.
Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum baik di dalam atau di luar
sidang.17 Advokat berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban
untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya. Baik
Perkara Pidana maupun Perdata, Advokat memegang peranan penting. Seperti pada
pemeriksaan perdata, advokat sangat diperlukan untuk memberikan bantuan hukum dalam
prosedur dan tata cara beracara di pengadilan. 18Hal ini mengacu kepada Pasal 22 UUA
yang menyatakan bahwa:
(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari
keadilan yang tidak mampu.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum
secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Selain hal tersebut di atas, pemberian bantuan hukum cum-cuma oleh advokat
dalam perkembangannya pun semakin tergerus karena etos perjuangan advokat Indonesia
sudah lama hilang dengan komersialisme dan konsumerisme. Kue keadilan diberi “tarif”,
tergantung besaranya sehingga keadilan menjadi komoditas yang harganya tergantung
permintaan dan penawaran.19Keadaan tersebut pun sejalan dengan apa yang digambarkan
oleh Satjipto Rahardjo, bahwa perkembangan bantuan hukum sudah mendekati sebuah
“industri hukum”, artinya para profesional (advokat) lebih menjalankan bisnis daripada
bantuan terhadap mereka yang ditimpa kesusahan. Bantuan hukum sudah berkembang
menjadi sebuah korporasi besar yang melibatkan praktek dalam bentuk unit-unit yang
besar dan jasa pelayanan hukum dilihat sebagai produk yang dijual, sehingga sudah seperti
bisnis.20
Sejalan dengan pengalaman di atas, salah satu ciri dari faham negara hukum adalah tiada
seorangpun karena ketidakmampuannya kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan.
advokat, karena itu hak unwk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak dalam rangka mewujudkan
keadilan sekaligus sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia.
17 Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea, Yogyakarta, 2008, hlm. 18.
18 Moh Hatta dan Dyah Ersita Yustanti, Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab, Liberty, Yogyakarta, 2010,
hlm.5.
19Todung Mulya Lubis, Catatan Mengapa Saya Mencintai Negeri, Jakarta, 2008, hlm. 103.
20Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progesif, (penerbit buku kompas, Jakarta, 2010), hlm. 181.
Hukum memperlakukan sama kepada siapapun dan apapun kekuasaanya.21 Apabila seseorang
tidak mampu membiayai usahanya memperoleh keadilan tetap berhak untuk mendapatkannya
melalui bantuan hukum.22Keberadaan bantuan hukum menjadi salah satu jalan untuk
mewujudkan pemerataan keadilan bagi pembangunan hukum Indonesia.
Dalam kenyataannya tidak sedikit advokat yang meninggalkan kewajibannya untuk
melaksanakan bantuan hukum, banyak advokat yang terlena dengan keglamorannya,
akibatnya kemudian kewajiban untuk melaksanakan bantuan hukum seolah-olah tidak lagi
menjadi kewajibannya. Bantuan hukum hanya dianggap sebagai ajang pembelajaran bagi
advokat pemula. Alhasil derajat bantuan hukum seolah-olah menjadi rendah. Padahal
filosofi bantuan hukum cukup tinggi dan “advokat mempunyai kewajiban untuk
memberikan bantuan hukum secaracuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu”.23
Masih terbatas jumlah advokat yang mau dan memiliki komitmen dalam
memberikan bantuan hukum”.24 Padahal hal ini merupakan tanggung jawab bersama
dalam memberikan perlindungan hukum bagi kaum miskin seperti pada kasus-kasus
sengketa lingkungan hidup yang biasanya korbannya adalah masyarakat miskin
(marginal).25 Hal ini terjadi karena kewajiban yang tercantum dalam UUA terkait
pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu tidak
memiliki sanksi hukum yang tegas kepada advokat yang tidak melaksanakannya, selain itu
juga terjadi pergeseran paradigms advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan kepada
klien yang berduit. Kondisi seperti ini menyebabkan para pencari keadilan yang tidak
mampu mendapatkan pelayanan yang buruk karena tidak mampu membayar honorarium
seorang advokat.
Seharusnya, kewajiban untuk melaksanakan bantuan hukum harus memiliki
konsekuensi yang tegas dan mengikat bagi setiap advokat. Apabila advokat tidak bersedia
21Heri Taher, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang Pressindo,
Yogyakarta, 2010, hlm. 50.
22Achmad Rivai, Perlindungan Hukum Advokat Sebagai Penerima Kuasa, Artikel Pada Jurnal Yustitia, Volume
11, Nomor: 1 Mei 2011, hlm. 172.
23 Lihat Pasal 7 huruf h kode etik advokat
24 Forum Akses Keadilan Untuk Semua, Bantuan Hukum untuk Semua, Forum Akses Keadilan untuk Semua dan
Justice Initiative, Jakarta, 2012, hlm. 12.
25 Junior Gregorius, Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup (Suatu Rekfleksi
Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan),....
melaksanakan kewajiban bantuan hukum kepada yang masyarakat miskin maka advokat
yang bersangkutan harus mendapatkan konsekuensi yang tegas secara yuridis.26
Pada umumnya program bantuan hukum yang dijalankan oleh organisasi advokat
masih mendasarkan pada sifat kerelaan dari para pengurus program bantuan hukum dari
organisasi tersebut, dan belum menjadi suatu gerakan masif dari bergeraknya organisasi
advokat dengan melibatkan para anggota dari organisasi advokat tersebut. Meski pada saat
yang sama Kode Etik Advokat telah mewajibkan seorang advokat untuk memberikan
bantuan hukum kepada orang atau kelompok apabila diminta. Masalah tersebut berdampak
bagi orang atau kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan akses keadilan, karena
begitu banyaknya perkara-perkara hukum yang menyangkut orang atau kelompok
masyarakat miskin, namun organisasi advokat sebagai penyedia layanan bantuan hukum
bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.
Menjadi sebuah persoalan kemudian apabila ditelaah kembali UUA dan UUBH,
khususnya tentang kewajiban melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin
oleh advokat, ada ketidaksesuaian antara perintah UUA dengan UUBH, mungkin ini juga
menjadi persoalan dilematis yang mengakibatkan praktek pemberian bantuan hukum
menjadi tarik menarik atau bahkan menjadi lempar melempar antara advokat dengan
OBH. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum,27 diharapkan dapat memberikan jaminan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan untuk menggapai keadilan melalui jalur hukum formal secara
merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan jaminan
terhadap hak-hak konstitusional yang bersifat fundamental bagi setiap orang atau
kelompok orang miskin dan terpinggirkan.
“Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum,
yaitu (i) jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaisarana perlindungan HAM,
26 Konsekuensi secara yuridis misalnya pemberian teguran atau pencabutan izinsebagai advokat atau paling
tidak diumunikan di media sebagai advokat yangtidak mau melaksanakan program bantuan hukum kepada
masyarakat miskin.
27Diundangkan di Jakarta padatanggal 2 Nopember 2011 dengan menempatkannya pada Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor104 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5248.
(ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang
miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.28
Dengan lahirnya UUBH, prinsip hak asasi manusia terhadap perlakuan yang sama
dihadapan hukum (equality before the law) akan diimbangi dengan prinsip persamaan
perlakuan (equal treatment). Orang yang mampu dapat menunjuk advokat untuk membela
kepentingan hukumnya, demikian juga terhadap masyarakat miskin dapat meminta
pembelaan hukum melalui bantuan hukum kepada advokat.29Hak atas bantuan hukum
merupakan non-derogable rights, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh
dikurangi pemenuhannya oleh negara, dalam keadaan darurat sekalipun.
Hadirnya OBH dan adanya kewajiban untuk melaksanakaan bantuan hukum yang
diatur melalui UUBH merupakan jawaban atas kegelisahan masyarakat kalangan bawah
dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang mereka hadapi, walaupun disadari
bantuan hukum masih kurang populer bagi masyarakat kalangan bawah.
Jika melihat dan memahami bagaimana bantuan hukum yang ideal maka
pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kewajiban advokat dalam memberikan bantuan
hukum. Advokat diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor18 Tahun
2003 tentang Advokat. “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang”.
B. Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah implementasi sinergitas peran fungsi Advokat dalam memberikan
bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok yang kurang mampu?
28Chrisbiantoro, M. Nur Sholikin Satrio Wirataru,Bantuan Hukum Masih Sulit diakses: hasil pemantauan di lima
provinsi terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kontras, PSHK dan
AIPJ Jakarta, 2014, hlm. 2
29Merupakan tindakan yang tidak adil apabila kemudian dalam negara hukum masyarakat miskin tidak
mendapatkan pembelaan secara hukum hanya karena yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar honor
advokat, karena itu hak unwk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak dalam rangka mewujudkan keadilan
sekaligus sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap kinerja Advokat dalam pemberian hukum secara
cuma-cuma dan bagaimanakah penerapan sanksi terhadap Advokat yang tidak
berpihak pada orang atau kelompok yang kurang mampu?
Berdasar pada perumusan masalah, maka pada penelitian ini penulis memiliki
tujuan yang meliputi:
1. Untuk menelusuri dan mengungkap implementasi sinergitas peran fungsi Advokat
dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok yang
kurang mampu.
2. Untuk menelusuri dan mengungkap kinerja Advokat dalam pemberian bantuan hukum
cuma-cuma dan penerapan sanksi terhadap Advokat yang tidak berpihak pada orang
atau kelompok yang kurang mampu.
C. Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan spesifikasi penelitian bersifat
deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta hukum yang dianalisis secara sistematis.
hasil penelitian ini, bantuan hukum bukan hanya sekedar milik orang kaya, tetapi keadilan
milik semua orang. Advokat dapat melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-
undang bantuan hukum apabila advokat bersangkutan terdaftar sebagai anggota dari
organisasi bantuan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang
bersifat deskriftis analitis yang menggambarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan
selanjutnya dianalisis secara sistematis. Dengan demikian dalam penelitian ini, Peneliti
mencoba menggambarkan dan menganalisa mengenai pelaksanaan bantuan hukum di
Indonesia berdasarkan undang-undang bantuan hukum dihubungkan dengan kewajiban
advokat.
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang
diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi–studi sebelumnya, atau yang diterbitkan
oleh berbagai instansi. Data sekunder ini berupa data dokumentasi dan arsip–arsip resmi
D. Pembahasan
A. Keadilan Memberikan Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Untuk Tujuan
Keadilan
Negara telah meletakkan beban pada dirinya sendiri (kewajiban) untuk menanggung
(sebagian) beban rakyat miskin atas derita yang ditimbulkan baik oleh dirinya maupun
kegagalan Negara dalam menyejahterakannya. Beban itu diletakkan pada Pasal 34 ayat (1)
UUD 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh
Negara.
Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses keadilan (access to
justice), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum.
Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, dimana akses terhadap keadilan
pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam
peradilan. Meski Negara dalam persoalan hukum telah menetapkan due process of law
(proses hukum yang adil), akan tetapi prakteknya tidaklah sesederhana yang ada dalam
asas hukum tersebut.
Menolong orang lain dari sisi kemanusiaan memang hal yang baik, akan tetapi
menyelesaikan persoalan hukum bukanlah sesuatu yang gratis, sehingga banyak pihak
yang enggan untuk membantu orang lain apabila tidak ada keuntungan ekonomi yang
diperolehnya. Advokat meski memiliki asas pro bono public, serta kewajiban yang
dibebankan oleh undang-undang untuk menolong kaum miskin, akan tetapi dalam
prakteknya tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi telah terjadi pergeseran makna
profesi advokat dari officium nobile ke komersialisasi.
Pemerintah mencoba untuk mengatasi persoalan keengganan para advokat membantu
rakyat miskin karena ketiadaan keuntungan ekonomi yang didapatkan dari pemberian
bantuan hukum dengan mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Melalui undang-undang ini, Negara menyediakan dana bagi advokat yang memberikan
bantuan hukum bagi rakyat miskin.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
Pasal 20 menyatakan: “Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta
pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan
perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum”.
Sesuai dengan uraian tersebut, dapat dipahami apabila Pemberi Bantuan Hukum
menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/pihak lain yang
terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum, maka perbuatan
tersebut akan mengakibatkan Penerima Bantuan Hukum tidak dapat memperoleh pelayan
hukum yang memadai.
B. Pengawasan kinerja Advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma serta
penerapan sanksinya.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 12
menyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau
perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima
Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum
dan/atau Kode Etik Advokat; dan
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 13 menyatakan Penerima Bantuan Hukum wajib:
1. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar
kepada Pemberi Bantuan Hukum;
2. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
Menurut Andi Hamzah, dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur
tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang
sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut:
1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat
pemeriksaan pada setiap waktu;
4. Pembicaraan antara Penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh
Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan
negara;
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna
kepentingan pembelaan;
6. Penasihat hukum dapat mengirim dan menerima surat dari
tersangka/terdakwa.30.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 12 ayat:
(1) Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma.
30 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011, hal. 23.
(2) Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan keberatan
kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang
bersangkutan. .
Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
larangan terhadap pemberian bantuan hukum baik yang dilakukan oleh lembaga bantuan
hukum atau organisasi kemasyarakatan dan advokat yang berprofesi memberi jasa
hukum, baik litigasi maunpun non litigasi, telah memberikan jaminan perlindungan
hukum kepada penerima bantuan hukum untuk memperoleh hak-hak dalam pelaksanaan
pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara
tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3). Prinsip negara
hukum menuntut antara lain adanya jaminan persamaan  bagi setiap orang dihadapan
hukum (equality before the law). Oleh karena itu, UUD 1945 juga menentukan bahwa
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-
prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi
Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal
yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti
kepolisian dan kejaksaan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengatur mengenai
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 14 dinyatakan pada ayat:
(1) Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon bantuan hukum harus
memenuhi syarat-syarat:
a. Mengajukaan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya
identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
dimohonkan bantuan hukum.
b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. dan
c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau
Pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.
(2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan
secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
Pasal 15 dinyatakan pada ayat:
(1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada
Pemberi bantuan hukum.
(2) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan
jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
(3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi bantuan hukum
memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima
bantuan hukum.
(4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi bantuan hukum
mencantumkan alasan penolakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan
hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
dalam Pasal 21: Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta
pembayaran dari Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan
perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Menurut Kamus Hukum; “Sanksi: akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari
pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan”. Pidana: “penderitaan
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu”.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, mengatur mengenai
Penindakan. Dalam Pasal 6; Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:
(1) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
(2) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan
seprofesinya;
(3) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang
menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-
undangan, serta pengadilan;
(4) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat
dan martabat profesinya;
(5) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau
perbuatan tercela;
(6) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau Kode Etik Profesi Advokat.
Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah
teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau
materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah
penalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik
segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan
legislasi.31
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Pasal 7
ayat:
(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua
belas) bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.
(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada
yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
Pasal 8 menyatakan pada ayat:
(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh
Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan Kode Etik Profesi
Advokat.
(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai
Pemberhentian, dalam Pasal 9 ayat:
31 Ibid, hal. 91.
(1) Advokat dapat berhenti dan/atau diberhentikan dari profesinya oleh Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat.
(2) Salinan Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Lembaga
Penegak Hukum lainnya.
Pasal 10 menyatakan pada ayat:
(1) Advokat berhenti dan/atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap
karena alasan: permohonan sendiri;
1. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun
atau lebih; atau
2. Berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.
Terdapat dalam Pasal 11: terkait masalah Advokat dijatuhi pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi
Advokat.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, mengatur mengenai
Pengawasan. Pasal 12 menyatakan pada ayat:
(1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat
dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi Kode Etik Profesi
Advokat dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13 menyatakan pada ayat:
(1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang
dibentuk oleh Organisasi Advokat.
(2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur Advokat seniour, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan
keputusan Organisasi Advokat.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 12
menyatakan pada ayat:
(1) Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum secara cuma-cuma.
(2) Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan
kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang
bersangkutan.
Pasal 13 UUBH menyatakan bahwa Advokat dalam memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari
Pencari Keadilan. Di dalam Pasal 14 menyatakan pada ayat:
(1) Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana diamksud dalam Pasal 12
dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua
belas) bula berturut-turut; atau
d. Pemberhentian tetap dari profesinya
(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan
diri.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam Organisasi Advokat.
Dalam pemberian bantuan hukum, sebuah Kode Etik bagi OBH seperti advokat,
didasarkan atas kepentingan:
1. Organisasi, supaya organisasi berjalan dengan baik dan betul-betul dapat bermanfaat
bagi anggotanya, sudah selayaknya suatu organisasi mempunyai aturan main yang
menunjang kelangsungan hidup dari organisasi tersebut. Profesi advokat yang
mewadahi berbagai latar belakang anggotanya tentu sangat rentan akan terjadi
perpecahan dan penyimpangan. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat maka organisasi tersebut hendaknya memiliki suatu Kode Etik tersendiri
dan mandiri. Dengan Kode Etik, maka organisasi tersebut dapat mengawasi dan
membina anggotanya ke arah praktek dan cara-cara yang patut dilakukan oleh seorang
profesional hukum.
2. Kode Etik diperlukan untuk kepentingan disiplin anggotanya. Banyaknya kasus-kasus
yang menimpa advokat, yang cenderung sudah mengabaikan nilai-nilai etika profesi,
maka etika profesi merupakan conditio sine quanon bagi profesi advokat. yang perlu
diatur secara rinci adalah bagaimana mencegah seorang advokat yang telah di tindak
oleh induk organisasinya tidak pindah ke organisasi advokat yang sejenis. Disini perlu
diatur aturan main yang jelas mengingat di Indonesia belum ada wadah tunggal untuk
profesi advokat.
3. Kode Etik diperlukan untuk pengawasan bagi anggotanya. Sebagai sebuah profesi
yang bebas, sebuah pengawasan dari pihak luar tidak dimungkinkan diadakan dan itu
bertentangan dengan status kemandiriannya. Oleh karena itu, profesi advokat dituntut
bisa mengawasi dirinya sendiri melalui code of conduct yang disetujui oleh para
anggotanya.32
Supaya Kode Etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka paling tidak
ada dua syarat yang mesti dipenuhi:
1. Kode Etik itu harus dibuat oleh organisasi profesi sendiri. Kode etik itu tidak akan
efektif, kalau di drop begitu saja dari atas/pemerintah, dari instansi lain, karena tidak
akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu
sendiri. Supaya bisa berjalan dengan baik, Kode Etik harus menjadi Self Regulations
dari organisasi profesi itu.
2. Pelaksanaannya harus diawasi secara terus menerus, tetapi dalam beberapa kasus
praktek kontrol ini tidak berjalan dengan baik, karena rasa solidaritas yang tertanam
kuat dalam setiap anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan
melaporkan teman sejawatnya yang melanggar.
Pelanggaran terhadap Kode Etik oleh advokat sudah sangat transparan dari mulai
penyuapan, meminta imbalan yang tidak jelas, menelantarkan klien, tetapi semua
pelanggaran Kode Etik ini hampir tidak pernah mendapatkan sanksi organisatoris oleh
sebuah Dewan Kehormatan.
Kelemahan yang paling mendasar dalam penegakan Kode Etik advokat adalah
lemahnya wibawa Dewan Kehormatan dan tidak adanya anggota permanen dari Dewan
Kehormatan tersebut, pembentukan sebuah Dewan Kehormatan baru dilakukan apabila
akan mengadili seorang advokat yang dianggap telah melanggar Kode Etik sehingga
terkesan tidak mempunyai konsep dan tidak menunjukkan ciri sebuah organisasi yang
modern.
32 Wawancara dengan informan di Jakarta tahun 2018.
Kode Etik memang bukan hukum dalam arti secara umum, tetapi hanya merupakan
ikatan moral. Hukum dan moral sama-sama berkaitan dengan tingkah laku manusia.
Keduanya sama-sama mengatur tingkah laku manusia agar selalu baik dan tidak
terjerumus pada yang tidak baik. Karena hukum tidak berarti banyak kalau tidak dijiwai
moralitas, tanpa moralitas hukum banyak mendatangkan malapetaka bagi kehidupan
sosial (qued leges sine moribus).
Dalam perkembangannya, pengaturan terhadap bantuan hukum telah diatur dalam
berbagai bentuk peraturan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan menteri.
Berikut ini akan disajikan beberapa ketentuan yang mengatur tentang bantuan hukum di
Indonesia.
Perihal bantuan hukum diatur dalam bab tersendiri pada Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu BAB VII tentang bantuan
hukum dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Pada intinya KUHAP menerangkan bahwa
pemberian bantuan hukum dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat
penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.
Bantuan hukum yang terdapat dalam KUHAP memiliki keterbatasan, berupa tidak
diberikannya kesempatan kepada advokat untuk dapat melakukan pembelaan yang bersifat
aktif pada proses pendampingan di tingkat penyidikan.33 Pada dasarnya aturan bantuan
hukum yang terdapat dalam KUHAP belum memberi hak yang sepenuhnya kepada
bantuan hukum.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur
ketentuan yang terkait dengan bantuan hukum di Indonesia. Hanya saja bantuan hukum
yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia masih bersifat umum dan belum dalam tataran teknis. Pasal Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pemahaman keadilan menjadi lebih jelas, apabila terlebih dahulu kita memahami
hukum. Pada hakekatnya hukum selalu mengandung nilai-nilai abstrak, yang menjadi
dasar bagi hukum untuk mengatur perilaku manusia, perbuatan manakah yang dilarang,
serta manakah yang diperbolehkan dan seterusnya. Secara hakiki hukum harus pasti dan
adil yang memungkinkan hukum dapat berfungsi.
33Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) KUHAP, Penasehat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan
dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Kondisi ini mengidentifikasikan keberadaan advokat dalam
memberikan bantuan hukum bersifat pasif, kondisi pasif ini semakin diperparah lagi dengan ketentuan Pasal 115
ayat (2), dalam hal tersangka tetapi tidak dapat mendengarkan pemeriksaan tersebut.
Keadilan bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya memakai landasan yuridis saja,
melainkan perlu dilengkapi dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis. Karena
masyarakat tidak menilai keadilan menurut prinsip-prinsip yang abstrak, melainkan
menurut situasi konkrit atau factual. Dalam artian ini, keadilan masyarakat menuntut para
penegak hukum memiliki kebebasan agar memperlihatkan semua unsure konkrit dalam
kasus hukum yang dihadapinya.
Keadilan bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui proses penalaran atau
logika saja melainkan pula melibatkan seseorang secara utuh. Pencapaian keadilan
hendaknya jangan mengutamakan kebenaran formal (kebenaran yang sesuai dengan
rumusan naskah hukum) atau bersifat legalistic tetapi harus memperhatikan materiil (rasa
keadilan masyarakat). Mengutamakan kebenaran formal hanya akan menimbulkan
ketidakadilan (summa iustitia summa iniuria).
Dalam teori dan praktek yang selama ini dianut, ada pemilahan antara kebenaran
formal dan kebenaran materiil. Dalam hukum keperdataan tugas seorang penegak hukum
cukup untuk menemukan kebenaran formal, sedangkan dalam bidang hukum pidana
harus ditemukan suatu kebenaran materiil. Pendekatan seperti ini sering menyesatkan dan
menjatuhkan tujuan penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan.
Penegakann hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Dan
penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan
dan manfaat yang setingi-tingginya bagi setiap orang atau para pencari keadilan pada
umumnya
E. Kesimpulan
Berdasar pada pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan bahwa:
Pertama, Peran pembelaan yang dilakukan advokat melalui bantuan hukum secara
cuma-cuma baik dalam perkara pidana, perkara perdata dan perkara tata usaha negara
tidaklah dilihat dari aspek harga diri, tetapi harus dilihat sebagai bentuk penghargaan
negara dan profesi advokat terhadap warga negara yang semata-mata untuk meringankan
beban yang diderita warga negara sekaligus mewujudkan keadilan.
Kedua, Advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses bantuan
hukum. Advokat dalam melaksanakan bantuan hukum menjalankan fungsi-fungsi
pembelaan kepada masyarakat miskin sama persis sebagaimana ia menerima kuasa dari
orang-orang yang memberikan honorarium terhadap dirinya, Advokat tidak dibenarkan
memberikan perlakuan yang beda dalam membela kepentingan klien yang bersifat pro
bono maupun yang berbayar.
Peran advokat dalam mewujudkan prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara tidak dapat diabaikan begitu saja. Profesi advokat merupakan profesi yang
bebas dan mandiri, namun tetap bertanggung jawab untuk kepentingan mewujudkan
keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha yang dilakukan advokat
membudayakan masyarakat sadar hukum guna menyadari hak-hak fundamental mereka
sebagai warga negara. Peran pembelaan yang dilakukan advokat melalui bantuan hukum
secara cuma-cuma baik dalam perkara pidana, perkara perdata dan perkara tata usaha
negara tidaklah dilihat dari aspek harga diri, tetapi harus dilihat sebagai bentuk
penghargaan negara dan profesi advokat terhadap warga negara yang semata-mata untuk
meringankan beban yang diderita warga negara sekaligus mewujudkan keaadilan.
Keberadaan advokat dalam bantuan hukum diharapkan mampu melindungi masyarakat
yang mengalami masalah hukum, dan mencegah perlakuan tidak adil serta tidak
manusiawi. Dengan diterapkannya bantuan hukum, akan menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya secara cost efficiency, disamping itu bantuan hukum juga akan memberikan
efek jera (deterrent effect) terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan untuk
merugikan kepentingan hukum masyarakat miskin.
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